BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan Aset Daerah berupa Tanah dan Bangunan sebagai salah
satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok secara umum
telah berpedoman pada kebijakan. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun berdasarkan
penelitian yang merupakan deskripsi dari data yang di peroleh masih dapat
ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya
pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kesimpulan untuk masing-masing
aspek dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pada Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran aset daerah
dari kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebijakan. Melihat
kondisi pengelolaan aset daerah saat ini.

2. Aspek Pengadaan

Pada Aspek Pengadaan aset daerah dari kebijakan yang ditetapkan
sudah sesuai dengan kebijakan. Melihat kondisi pengelolaan aset daerah

saat ini.
3. Aspek Penggunaan

Pada Aspek Penggunaan aset daerah dari sisi kebijakan yang
ditetapkan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Tetapi melihat
kondisi pelaksanaan Penggunaan tanah dan dan bangunan saat ini, masih
ditemukan masih kurangnya tindakan-tindakan yang tegas terhadap

masyarakat yang tidak patuh dalam penggunaan aset daerah.
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4. Aspek Pemanfaatan

Pada Aspek Pemanfatan aset daerah melihat dari sisi kebijakan
yang ditetapkan sudah diatur dengan kebijakan yang sangat baik. Tetapi
melihat kondisi pengelolaan aset daerah saat ini, Pemanfaatan aset daerah
berupa tanah dan bangunan berupa Sewa, masih terdapat kurangnya
peningkatkan dan pengembangkan strategi yang baik dalam pelaksanaan
pemanfaatannya. Dikarenakan Pemanfaatan dalam bentuk Sewa aset
daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah sebagai pendukung

pembangunan daerah di Pemerintah Kota Depok.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan yang ada pada pengelolaan dan
pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan sebagai salah satu
sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Depok, melihat dari 2 aspek

tersebut, Penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Aspek Penggunaan

Saran yang dapat diberikan kepada bidang Pengelolaan Aset Badan
Keuangan Daerah Kota Depok. Pengelolaan Aset Daerah terkait
Penggunaan harus lebih meningkatkan pengawasan pada objek lahan dan
para pengguna. Mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan tanah dan
bangunan milik Pemerintah Kota Depok, yang diperoleh dari Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utility (PSU) perumahan dari ketidakpatuhan pada
aturan izin peruntukan penggunaan aset daerah berupa tanah dan

bangunan.
2. Aspek Pemanfaatan

Saran yang dapat diberikan kepada bidang Pengelolaan Aset Badan
Keuangan Daerah Kota Depok. Pengelolaan aset daerah terkait
Pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah
Kota Depok, yang diperoleh dari Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utility
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(PSU) perumahan adalah dilaksanakannya cheking on the spot terhadap
seluruh aset daerah berupa tanah dan bangunan secara berkelanjutan.
Adanya komitmen, sinergitas dan dukungan serta menjaga hubungan
dengan seluruh steakholder internal dan eksternal. Sehingga terwujud

pengelolaan aset yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.

Terciptanya potensi pemanfatan berupa Sewa tanah dan bangunan
milik Pemerintah Kota Depok yang optimal. Pemanfatan pada bentuk
Sewa aset daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah agar dimanfaatkan

secara optimal dengan menganut prinsip komersial.
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